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A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, makanya penulis mencoba

menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yakni :

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh polisi terhadap
korban praktek penipuan melalui kartu kredit dibagi menjadi dua
yakni tindakan represif dan preventif. Tindakan represifnya adalah
melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan yang di langgar. Sedangkan
tindakan preventif yang berupa sosialisasi, pengarahan dan bimbingan
yang di tujukan kepada seluruh masyarakat pada umumnya tetapi yang
di utamakan adalah ke sekolah-sekolah. Disamping itu ada juga
tindakan Pre-emtif dimana adanya upaya-upaya awal yang dilakukan
oleh pihak kepolisian untuk mengatur dan mempelajari kasus penipuan
kartu kredit ini.

2. Kendala yang dialami polisi dalam memberikan perlindungan hukum
terhadap korban praktek penipuan melalui kartu kredit yait: persepsi
para penegak hukum mengenai kartu kredit yang berbeda-beda,
Penyidik kesulitan menangkap pelaku pemalsu kartu kredit, karena
dalam aksi kejahatannya Pelaku menggunakan data diri palsu, sulit

mendapatkan data yang menyangkut rahasia bank, sarana atau fasilitas
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yang belum memadai di Polda DIY, kurangnya pengetahuan penyidik

tentang Informasi Teknologi (IT), dan keuangan yang cukup.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka

menyikapi permasalahan ini penulis memberikan beberapa saran dalam

mengatasi masalah tersebut, yaitu :

1. Mengingat ketentuan hukum pidana sangat penting di dalam mengatur
masalah kejahatan yang berkaitan dengan kartu kredit, maka dengan
adanya ketentuan hukum pidana yang mengatur masalah kejahatan
kartu kredit di dalam KUHP, di luar KUHP, dan dalam UU ITE, maka
para aparat penegak hukum harusnya memperbaharui Undang-Undang
sesuai dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi yang telah berkembang
serta dapat menjadikan peraturan tersebut sebagai pedoman di dalam
menjerat dan memberikan sanksi hukum bagi para pelaku kejahatan
kartu kredit.

2. Bagi para aparat penegak hukum lebih giat dan profesional dalam
menangani dan menangkap para pelaku kejahatan kartu kredit serta
selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi yang dapat
digunakan sebagai media kejahatan bagi para pelaku. Dengan
demikian dituntut pengetahuan yang luas bagi para aparat penegak
hukum dan juga kritis agar masalah kejahatan seperti ini bisa teratasi

dengan semestinya dan perlunya pengetahuan yang luas dan spesifik
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tentang kejahatan kartu kredit, dimana masih sedikit tinjauan pustaka
yang mengulas tentang kejahatan kartu kredit ini akan tetapi kasusnya

sudah banyak terjadi.
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